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GUBERftUR SULAWESI, TBNGGA.RA 

PBRATURAN DAERAH PROVINSI SULAwESITENGGARA 

,NOMOR: .3 'TAHUN:2013 

TENTANG 

" PER'UBA.1IAN ATAS PERATURAN DURAH 
PROVINeI SULAW$$I'TBNGGARA NOMOR2 TAHUN 2009 

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANJt PE~DITAN RAKYAT BAHTERAMAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l\UHA ESA 

GUBERNUR SULAW~I TENGGARA, '. 

·1 

M~nimbang a. bahwa dalam rangka, menirig~atkan efe~tifit:as~~n kinerja ~ 
. PD. BPR B~teramas,· maka ,: Peru$ahaan Daer~;, '. 
Perkreditan, Rakyat Bahteramas yang telah ditetapkan d~ngan 

, PeraturanDaerah ProviI1-si' S:Ulawesi T~nggara Nomor 2 Tabun 
2009 perlu dil8kukan p¢nyempurnaan; ' ... ,. " 

, b .. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana' dimaksud . 
huruf a perlu . membentuk Peraturan '. Daerah, ten tang 

.' . Perubahan' Atas . Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Nomor 2 Tahim. 2009 tentang Perusal1aan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat B~teramas . 

. "

, • to-

Mengingat : , 1. Pasal 18 ayat (6) Undarig-Undang Dasar 1945; . 
2. 	 Undang-Undang Nomor 5 'rahun 1962 ,ientang Perusahaan 

.Da.era;h (~mbaran' Negara Republik Indonesia Tabun ~962 , 
'NomoI' 1 O~ Tambahan:Lem~arah Neg~a' RepubliJ:< 'I~donesia ' 
NomoI' 2387); , 	 , 

3; Undang ..Undang Nomar, 13. Tahun 1964' tentang "P(meiap~ 
Peraturan Pemerintah Pengganti Und?log-UndangNomor 2 
Tabun 1964 tentangPembel1tukan Dae,rah Tingkat.I Sulawesi 

. Tengah ,dan' Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara . dengan 
mengubah Undang-Undang, NomoI" 47Prp Tahiln 1960 
tentang Pembentukan' Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah dan· paerah Tingkat I Sulaw:esr 'Selatan-Tenggara 

. (Lerp.baran Negara Republik Indonesia'Tahun 1964, N~mor'7 
" 	 .. ' Tambahan' Lembaran' Negara Republik Indonesia Notnor 

2687): . 
. 4.Undang-Undang Nomor7T~hun 1992 tentang Perbanka.n 


. (Lemb'aranNegara Republik Indonesia Tahun 199~'Nomor 31, 

Tambahan~embaran Negara Republik Indonesia· Nomor 3472) 


.' ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Vndang Namor' 10 

.' ,. . 

Tabun 1998 '(Lembarart Negara Republik Indonesia Tabun 
1998 Nomor 182"Tambahan Lembaran Negara 'Republik 
Indonesia Nomor 3790); . . 
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5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang~Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara . 
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 70 rabun 1992 tentang 
Bankl1mlim (Lembaran Negara Re.p.ublik Indonesia, Tahun 
1992. Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia NOmor 3503); 

7. Peraturan 	Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang 
Pemtiagian urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah,Pemerintahan daerah PrQvinSl dan 
Pemerintahari Daerah K9.bu.paten I Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
4737); 

8. 	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 
Tahun . 2009 tentang Penisahaan Daerah Bank 
Perkreditan .' Rakyat Bahteramas (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 2) .. 

Dengan Pei'8etujuan Beraama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWBSI TENGGARA 


dan 
GUBERNURSULA~ITENGGARA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAJI,AN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 2 TABUN 2009 TENTANG PBRUSAHAAN DABRAH 
BANK PERKREDITAN.RAKYAT BAHTERAMAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Tenggara 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pef1:.lsahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bahteramas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 nomor 
2), diubah sebagai berikut : ' 

L 	 Bab I Ketentuan Umum Pasal1 angka l(satu) dan angka 2 (dua) di ubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

1. 	 Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerlntah Provins.i Sulawesi Ten,ggara; 
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'. 
2. 	 Diantara angka 2 dan angka 3 pasal l disisipkan 2,(dua) angka 

yakni angka:2 a dan angka 2b yallg.berbunyi sebagai berikut ; 
, 	 , 

2a. 	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara; 

2b. 	 Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se S1.llawesi 
Tenggara. 

3. B~b I Ketentuan Uinum Pasa! 1 angka 14 dihapus. 
, . 

4. 	 Ketentuan Bab V pasal 8 c;liubah dan disisipkiin pasal baru 
yakni Pasal 8 A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

,BABV 
MODAL DAN BAHAM 

Pasa18 

(1) 	 Modal Dasar' untuk masing-mas,ing 'PD. BPR Bahteramas 
adalah sebesar Rp. 25.000.000.000.000,- (dua puiuh lima 
milyar rupiah); , ',,' 

(2) 	 Modal dasar PD.BPR.Bahteramas sebagaimana dimaksud 
pada ayat. (1) terdiri dad : , 
a.' pemerintah daerah paling r~ndah sebesar 55% (lima 

puluh lima persen); 
b. 	 pemerlntah daerah' Kabupaten/Kota paling" tinggi 

sebesar 25% (d~a puluh lima persen); , 
c. 	 pemerintah desa sebesar 15% (lima bel as persen);' 
d. 	 pihak lainnya paling tinggi sebesar 5% (lima'persen). 

(3) Modal disetor untuk masing-masing PD. BPR Bahteramas 
adalah s~bagai~ana tercantum pada Lampiran Peraturan 
Daerah ini; , 

(4) Modal dasar yang telah disetorsebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(S) Perubahan . modal dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan'dengan Peraturan 'Oaerah; 

Pasa18 A 

(1) 	 Modal PD. BPR Bahteramas yang dimiliki pemilik ,modal 
terdiri atas lembar ~aham; 

(2) 	 Saham yang dikehiarkan oleh PO.BPR Bahteramas adalah 
saham atas nama; 

(3) 	 Nilai nominal 'per 'lembar saham sebesar Rp; 2.500.000,· 
(duajuta lima ratus ribu rupiah); " 

(4) 	 Perubahan nilai' nominal per lembar saham ditetapkan 
melalui RUFS; 

(5) 	 Setiap pe,megang saham menurut hukum harus tunduk 
pada semita keputusan yang diambil dengan sah dalam 
RUPS;, . 

(6) 	 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan 'Pemerintah Desa 
hanya dapat, mengalihkan kepem'ilikan saham kepada 
Pemerintah Daerah sesuai kententuan peraturan' 
perundang~undangan. ' 

~,,--::_----..~-".----
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5. Ketentuan Pasal 9 diubah 1 sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasa19 

(1') 	 U,ntuk memenuhi modal ,dasar sebagaimana dimaksl;ld' 
dalam Pasal 8 ayat (1) Pemeritltah Daerah; Pemerintah . 
Daerah. Kabupaten/Kota 'dan Pemerintah Desa setiap tahun 
berkewajiban men?mbah modal disetor' yang bes~rnya 
ditetapkan masing-masing melalui RUPS dengan Keputusan 
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dan· Keputusan 
Kepala Desa setelah terlebih. dahulu dianggarkan dalam 
AnggaraIf Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Pesa; . 

(2) 'Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditetapkan setiap tahun terhitung sejak berlakunya 
Peraturan' Daerah ini. 

6. Ketentuan 
berikut: 

Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

PasallO 

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemega
Bahteramas adalah sebagai' berikut : 

ng ,saham PO: BPR 

a. 
b. 
c, 
d. 

Pemerintah Daerah Provinsi; 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 
Pemerintah DeSai 
Pihak Lainnya. 

7. 	Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 
Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut : 

P","sal10 A 

(1) 	 Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali 
mempunyai hak i~timewa untuk menetapkan 'keputusan 
dan kebijakan strategis khususnya qalam ,hal: . . 

a. Perubahan anggaran dasar; 
. b. Perubahan modal dasar dan modal disetor; 
c. Pengendaliaa asset tetap~ 
d. Penggunaan laba; 	 , 
e. Pengatlgkatan. dan pemberhentian dewan pengawas dan 

direksi; , 
f. Investasi dan' pembiyaan jangka panjang; 
g. Pengesahart rencana kerja dan anggaran tahunan;' dan 
h. Penggabungan" peleburan1 pengambilalihan dan 

pembubabaran PD BPR Bahteramas. 

(2) Penggabungan,' peleburan, pengambilalihan . dan 
pembubabaran PD BPR Bahteramas sebagaimana dimaksud' 
pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Peraturan Daerah.' 

8. Ketentuan Pasal 12 	ayat (2), diubah sehingga 'berbunyi sebagai 
berikut: 

,. '."---r---~' --~- - :~.. ". 
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(1) 	 RUPS memegang ,kekuasaan tertinggi .atas seg~a wewenang' 
yang tidak diserahkan kepada' Dewan Pengawas atau 
Direksi; , ',.', ' 

(2) 	 Gubernur, Bupati, I Walikota dan Kepala Desa me.wakili 
daerah dan desa selaku pemegang' saham PD BPR 
Bahteramas dalam RUPS; 

(3) 	 Gubernu+, BUPi=lti1 Walikota dapat memberikan kuasa 
dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah 
untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham; 

'.* . (4) 	 Pihak yang menerima kuasa 'dengan hak substitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus, mendapat 
persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengambil 
keputusan mengenai : 

a. perubahan anggaran da~ar; 
b. 	 perub~an modal dasar; 
c. 	 pengalihan asset; , 
d. 	 penggunaanlab~; 
e. 	 investasi dan pembiayaan jangka panjang; 
f. 	 kerjasama antar PD. BPR; 
g. 	 pengesahari rencana'kerja dan anggaran tahunan ; dan 
h. 	 penggabungan, peleburan,· pengambilalihan dan 

pemb~baran BP,R Daerah. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah irii dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. ' 

di 

I TENGGARA, 

~~;~kan di Kendari 
~ 	 to· r" r!J.Ol!> 

... , 

LEMBARAN DAERAH PROVINSl SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR j 
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